BAB IV
ANALISIS PEMIKIRAN UMAR BIN KHATTAB TENTANG

PENGGUGURAN HAK MUALLAF SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT

Analisis terhadap pemikiran Umar bin Khattab tentang pengguguran
hak muallaf sebagai mustahiq zakat

Terhadap pemikiran Umar bin Khattab tentang kedadulal-
muallafah qulubuhum”sebagai mustahiq zakat ini, tidak seorangpun dari
para sahabat menentangnya pada saat itu. Lainehdirygan para ulama
yang datang kemudian, mereka berbeda pendapandeinsh itu. Terutama
sekali dalam hubungannya dengan kedudukan ayatuffl at-Taubah
tersebut. Apakah berarti ayat itu teensukhatau tidak? Dan apakah
pemikiran Umar bin Khattab tentang pengguguran malallaf sebagai
mustahiq zakat dapat dijadikan dasar ijtihad ddthazanah ilmu figih?

Masalah utama yang menjadi persoalan di atas adalakah ijma’
sahabat yang disimpulkan sebagai kesepakatan ataki@an Umar bin
Khattab dapat menasakh ketentuan Allah mengenaamazakat untuk
golongan muallaf?

Di dalam teori nasakh dijelaskan bahwa tidak setaeka atau nash
dapat menerima adanya nasakh. Teks atau nash ibssakh manakala
ketentuan baik dan buruk yang terkandung di dalamty bisa berubah
menurut kondisi manusia. Oleh karena itu, hukumdnuldasar gl-ahkam

al-asasiyah yang mencakup ushuluddin, akidah, ibadah, daim yasg
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mencakup fadhilah tidak bisa dinasakh karena hukukum tersebut
bersifat konstan atau tidak mengikuti perubaharigimanusid.

Di samping itu, teks atau nash hanya bisa dinadakigan nash lain
jika sejajar kekuatannya atau lebih kuat daripadatial ini sesuai dengan

kaidah :

o Sl o) Wb 3 2 V) aseen Y adl O
“Bahwasanya nash tidaklah dinasakhkan kecuali dengesh sejajar
kekuatannya atau lebih kuat daripadanya”.

Pada dasarnya, nasakh merupakan pembatalan atas rakaim
yang disyari'atkan oleh Allah, baik itu dengan pgagti hukum lain atau
tanpa pengganti sama sekali. Adapun yang berhakbataikan hukum
adalah Dia yang memiliki syari'ah, yaitu Allah mielia wahyu yang
disampaikan kepada Nabi-Nya. Karena itu, nasaklgehdapat terjadi pada
masa hidup Rasulullah SAW., bukan sesudahnya.

Ada atau tidaknya nasakh dalam suatu hukum harpyat disgketahui
melalui dalil nash yang disampaikan oleh Syari’ dego Nabi; bahwa suatu
hukum dinasakh dengan hukum lain atau suatu nastsakh dengan nash
lain. Cara lain untuk mengetahui adanya nasakhahdatlanya dua dalil
(nash) yang saling bertentangan dan tidak munghkinkudilakukan metode

al-jam’u wa at-taufig. Di samping itu, masa turwuaridkedua nash tersebut

L Abdul Wahhab Khallaf|lmu Ushul Figh penerj. Moh.Zuhri, Semarang : Dina Utama,
1994, hal. 355
2 |bid, hal. 356



67

dapat diketahui mana nash yang lebih dulu turun wk@ma nash yang
datang lebih akhir.

Hukum muallaf sebagai golongan yang berhak menezakat telah
dipraktekkan (ma’'mul bih) pada masa Nabi masih pidBahkan ketika
masa risalah itu sudah selesai dengan wafatnya Nakim muallaf masih
dipraktekkan oleh Abu Bakar pada awal masa keldfaifinya sebelum
Umar bin Khattab menghentikan pembagian zakat kepgdlongan
muallaf. Jika setelah masa risalah ketetapan hukuoallaf masih
dipraktekkan, maka tidaklah tepat hukum muallafgyaacara jelas (sarih)
dinashkan oleh Allah dalam Q.S. at-Taubah ayat @tasakh oleh
pendapatnya Umar bin Khattab.

Di dalam pendapatnya tersebut, Umar bin Khattabraeelas tidak
mengatakan bahwa ia dengan pendapatnya hendak akbndsikum
distribusi zakat kepada golongan muallaf. Keenggddmar memberikan
zakat kepada golongan muallaf didasarkan padaralashwa Islam pada
saat itu sudah diberikan kemuliaan oleh Allah, y&gmuliaan yang belum
diberikan secara sempurna ketika Nabi masih hidapini didasarkan pada
perkataan Umar bahwa pada masa Nabi, golongan ahulilierikan harta
zakat untuk membuat hati mereka luluh terhadapmisi&eolah-olah
menurut Umar, Islam pada saat itu masih dalam lspiydng lemah karena
sedikitnya pemeluk Islam. Namun ketika Islam sudaendapatkan
kemuliaan dan kejayaan dengan banyaknya pemela |shaka ia merasa

sudah tidak perlu lagi untuk menta’lif mereka yangsuk dalam golongan
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muallaf. Jadi alasanilfat) yang disampaikan oleh Umar adalah bersifat

kondisional. Hal ini sesuai dengan kaidah ushuliyya

-

g\.ﬁjgf\ Ji;:"\i C&;g{\ jf;j ji:.i /Y
“Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahaman.”

Dengan kata lain, jika pada suatu masa ada satu lmherapa
kondisi yang menuntut untuk melakukan ta’lif makakimm tentang
distribusi zakat kepada golongan muallaf diberlakukembali. Sebaliknya,
jilka satu atau beberapa kondisi dalam suatu mas& tnenuntut untuk
melakukan ta’lif maka hukum tentang distribusi zakapada golongan
muallaf ditunda pemberlakuannya.

Kemudian dalam ilmu ushul figh terdapat suatu Kaibdakum yang

cukup populer, yaitu :

“Hukum berlaku dengan ada dan tidaknya ‘illat hukuya.”*

Kaidah ini menegaskan bahwa hukum itu berputarapeasdengan
‘illatnya, jika ada ‘illat maka ada hukum dan jiéat itu tiada maka hukum
pun menjadi tiada. Dengan demikian, ‘illat hukunalati hal yang sangat
berperan dan berpengaruh besar terhadap ada atdiaplanya sesuatu
hukum. Suatu hukum yang bersendikan pada ‘illalatidggrubah apabila
‘illat itu berubah atau telah hilang. Contoh yamggat populer yang biasa

dikemukakan oleh para ulama tentang hal ini ialabngenai hukum

®Ahmad bin Muhammad az-Zardgyarh al-qawaid al-FighiyyatDar al-Qalam, hal. 129
*Ibid, hal. 300
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haramnya khamr (minuman keras yang terbuat darasper anggur).
Keharaman khamar ini dikarenakan adanya ‘illatfuy@ékar yakni unsur
memabukkan yang terdapat dalam minuman tersebubikspunsur itu
hilang, khamar yang semula haram itu kemudian tetadnjadi cuka
hukumnya menjadi halal. Jelas di sini terdapat lpnan hukum yang
disebabkan perubahan ‘illat hukum.

Keterangan di atas, senada dengan pemahaman raayhrgaha
atas pemikiran Umar bin Khattab bahwa Umar dengemigpatnya tersebut
tidak hendak menasakh ketentuan zakat bagi golomgaailaf, melainkan
menunda sementara ketentuan tersebut karena abssejymlah syarat
yang seharusnya terpenuhi. Dalam hal ini, sasaakat zZdikaitkan dengan
golongan muallafah qulubuhum, menunjukkan bahwdif tal-qulub
(membujuk hati) merupakan ‘illat menyerahkan zédegtada mereka. Maka
apabila ‘illat itu ada - yakni pembujukan — merdkaus diberi, akan tetapi
bila ‘illat itu tidak ada maka mereka tidak perliberi. Umar merasa tidak
ada kebutuhan (hajah) untuk menta’lif golongan tafigbada saat itu
karena Islam sudah jaya.

Umar tetap memandang zakat sebagai fardhu yartgdérdhukan
(diwajibkan) Allah kepada muslimin, orang yang mmegikan zakat akan
mendapagjr (pahala) dari Allah. Oleh karena itu Umar sanggaseketika
menghadapi persoalan zakat. Sebagai salah secababat yang terkenal
wara’, zuhud, dan senantiasa berupaya mendekatkarkegpada Allah,

Umar melaksanakan berbagai kewajiban yang telahrdtitkan atau
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diwajibkan kepada hamba-Nya. Di antara kewajibarseteut adalah
persoalan penanganan pembagian zakat.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan gefitaatode
ijtihad Umar bin Khattab® Umar dalam mengeluarkan pendapat hukum
selalu menggunakan al-Quran sebagai landasan otamalika suatu
permasalahan ia temukan hukumnya dalam al-Quramgkam ia
memutuskannya sesuai dengan apa yang ada di afQiarsebut. Jika ia
tidak menemukan dalam al-Qur’an, ia lalu mencaridglam sunnah. Dan
jika hukumnya tidak ia temukan juga di sunnah, mak&®eranjak untuk
bermusyawarah dengan ahli ijtihad dan kemudiarjtited ®

Umar sangat berhati-hati ketika ada suatu perkang perhubungan
—baik hubungan dekat atau jauh- dengan agama. dipalasalah tasyri’
yang berhubungan dengan kehormatan, jiwa dan harta.

Seperti ketika Umar mencurahkan ijtihadnya dalamnangani
kasus tanah rampasan perang, dikisahkan dalamalsgjpahwa setelah
daerah Irak, Syam dan juga Mesir berhasil didugakukan muslimin, para
bala tentara muslim meminta kepada para komandaangeuntuk
membagi tanah yang berhasil dikuasai kepada masasijrg pasukan yang
ikut serta dalam perang. Para komandan tersebak tiau mengambil
keputusan dan menyerahkan masalah ini kepada Khalidmar bin

Khattab. Kemudian Umar mengumpulkan para sahabat, rdengajak

® Pembahasan tentaniié&tode ljtihad Umar bin Khattatsudah dijelaskan pada bab II.
® Muhammad BaltajiMetodologi ljtihad Umar bin al-Khathak(penerj. Masturi Irham),
Jakarta : Khalifa, 2005, hal. 453
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mereka bermusyawarah membahas masalah pembagem yang telah
dianugerahkan Allah kepada kaum muslimin tersebut.

Salah satu nash yang menjadi objek tentang magmatbagian
tanah hasil rampasan perang adalah surat al-Aydal: &1,

PR (©F Selm AN BX-MACORHEHL NG - 00
X O8O AWK, TTOXE 2€JI3ON XN
QN ARNSO0 FINECR"OHN, @O OD€OBO€FD”
F0RCOC4I @O e S-¢0 ORI 7I0D> DM @e S
&R AHa -9 0 P xV QEOROROM @ S0

FROVNIOOW@a

Artinya : “Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yarapat kamu peroleh
sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya sepeulituk
Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, oraoigang
miskin dan ibnussabil”

Ayat tersebut secara tegas menyebutkan bahwa €g&r(sna) dari
harta rampasan dilaksanakan sesuai dengan keternyaag telah
ditetapkan. Adapun 4/5 (empat perlimanya) Rasdiullaembagikannya
kepada tentara yang ikut dalam peperangan, yarg lkegil jumlahnya
disesuaikan dengan peranan dan peralatan yangydiga@rf Yang sering
dipraktekkan Rasulullah kata Fazlur Rahman, "Jikats suku tertentu
tidak menyerah secara damai, tetapi melalui pertieamp maka tanah

mereka disita sebagai harta rampasan perang dagidiagikan kepada

pasukan kaum muslimh.

" Departemen Agama RAI-Qur'an dan TerjemahnyaBandung : PT Sigma Examedia
Arkanleema, 2009, hal.

& Amiur Nuruddin, lithad ‘Umar ibn al-Khaththab : Studi tentang Pdrahan Hukum
dalam Islam Jakarta : Rajawali Pers, 198ial. 155

® Fazhur RahmarMembuka Pintu ljtihadBandung : Pustaka, 1983, Hal. 271-272
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Atas dasar ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tersebaka para
tentara yang ikut berperang datang kepada Umamtdaninta agar harta
rampasan perang di lrak dan Syam 1/5 (seperlimg) pdmlanya segera
dikeluarkan untuk enam komponen yang tersebut dakyat dan
selebihnya dibagikan kepada tentara yang ikut benge Desakan oleh
sementara orang yang tidak sependapat itu digambadteh Fazhur
Rahman, sebagai tantangan yang berkembang meafastils krisig® Oleh
sebab itu, bagaimanapun kerasnya sikap Umar, ydely sementara
kalangan sering dijadikan alasan sebagai salah fior penyebab
kesuksesan Umar, namun berdasarkan kasus hartaagamiyni tidaklah
bisa dianggap bahwa ia bersikap otoriter, karenandskekerasannya,
bermusyawarah tidak pernah ditinggalkannya.

Dari berbagai sumber kutipan-kutipan dialog Umangén para
sahabat dapat disimpulkan bahwa pertimbangan yaglgtan belakangi
Umar untuk mengambil sikap tersebut adalah:

1. Bahwa setelah tanah-tanah itu berada di tangarkekumasaan kaum
muslimin, selanjutnya perlu pemeliharaan. Untulkpiéulu ditempatkan
tentara guna pengamanannya yang tentunya juga pdoéwi tanah
untuk tempat tinggal mereka juga penghidupan mer8eandainya
tanah itu telah dibagi maka tujuan pemeliharaasetart tidak tercapai.

2. Apabila tanah-tanah itu dibagikan kepada para tentamng ikut

berperang, maka dikhawatirkan akan dapat menimhylkapecahan di

% bid, hal. 272
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kalangan kaum muslimin karena dengan pembagialettarti pemilik
tanah-tanah tersebut akan mengelompok kepada kalatgytentu
yakni tentara-tentara yang ikut berperang saja.aBa@na dengan
kaum muslimin yang kebetulan tidak ikut berperateyiayang datang
kemudian.

3. Apabila tanah-tanah itu dibagi-bagikan kepada pentara yang ikut
berperang maka dikhawatirkan akan dapat melematdekuatan
tentara Islam sendiri karena hal itu dapat mengitimatuk berperang
dengan motivasi bukan karena Allah melainkan karemduk
mendapatkan harta rampasan.

Terhadap sikap Umar yang menolak untuk membagilearaht
rampasan tersebut, sebaliknya Umar menetapkantagahn tersebut tetap
berada pada tangan pemilik dan penggarapannyaa Isajg kepada mereka
diwajibkan membayar pajak dan pajak itulah yang kaiam untuk Baitul
Mal, yang selanjutnya dipakai untuk kepentingan Bamaslahatan kaum
muslimin, termasuk kepentingan para tentara tetsebu

Dari contoh kasus tersebut kita dapat menilai teptatar belakang
ijtihad yang dilakukan Umar, bahwasannya Umar samigiplin dalam
mengaplikasikan teks-teks syara’, disamping jugasiptin dalam
merealisasikan kemaslahatan umum dalam posisirbagaekhalifah yang
dipilih oleh rakyat. Dengan kata lain, Umar seladlisiplin dalam
mengaplikasikan syariat dan dalam waktu yang bexsammenjamin

terealisasinya kemaslahatan umum.
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Demikian juga ketika Umar dengan tegas menolak neeikdn
bagian zakat kepada para muallaf di masa pemeaintabu Bakar dan di
masa pemerintahannya, karena sudah tidak dijuragabfang-orang yang
layak disebutal-muallafah qulubuhum(orang-orang yang ditaklukkan
hatinya) disebabkan situasi dan kondisi umat Isfgada saat itu sudah
sangat kuat dan tidak perlu lagi untuk menarik sithprang non muslim.
Inilah yang menjadi alasan mengapa Abu Bakar damwe sahabat yang
lain secara spontan sepakat menerima pendapat Umar.

Tidak diragukan lagi bahwa hukum tentang ada d#akiya orang-
orang muallaf, disesuaikan dengan situasi dan koyding ada di tengah-
tengah masyarakat muslim. Umar, Abu Bakar dan paya sahabat yang
lain tidaklah menyalahi teks-teks al-Qur'an ataupoelanggar apa yang
telah dilakukan Nabi. Karena apa yang mereka lakukdak ada niatan
sedikit pun untuk mengesampingkan ayat al-Qur'amu atbahkan
menghapusnya. Mereka hanya menahan bagian yand didkk ada
pemiliknya, yang hal itu tidak ada yang berhak miemenya. Sehingga
kalau seandainya pada masa Umar ataupun seteladaykondisi-kondisi
dan alasan yang memungkinkan dibagikan bagian-bagisebut kepada
yang berhak, tentu mereka akan mengeluarkannyanéamberikan kepada
pemilik-pemiliknya yang berhak.

Dalam menanggapi hal tersebut, al-Jasshash berlédta, Bakar

tidak mengingkari apa yang dilakukan Umar, meskelaé ia menetapkan

1 Muhammad BaltajiQp.Cit, hal. 183-184
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satu keputusan yang berseberangan dengan pendapat [tu. Ini

menunjukkan bahwa Abu Bakar mengerti alasan yangjadie acuan
pendapat Umar. Dan Abu Bakar merasa diingatkanywaabagian para
muallaf adalah disesuaikan dengan situasi dan kBomslam itu sendiri.
Yaitu bagian mereka diberikan di saat jumlah pekndflam sedikit dan
mayoritas penduduk adalah orang-orang Kkafir.” Alshash juga
meriwayatkan apa yang diriwayatkan apa yang diratlkegn al-Hasan,
“sesungguhnya keberadaan orang-orang muallaf ageadh masa Nabi,
adapun sekarang mereka sudah tidak adaagi.”

Jadi menghapus subsidi untuk mereka adalah sebpgga untuk
memperhatikan apa yang telah dicapai Rasulullam lakan berarti
menasakhnya (menghapusnya). Karena yang menjadajibew adalah
mengagungkan agama Islam, yaitu dengan memberikgrarb mereka
(saat Rasul), dan saat Abu Bakar dan Umar malahlikeya. Untuk
mencapai keagungan itu, mereka harus tidak menaserdagian zakat
kepada merekd. Inilah pandangan jitu tentang tujuan tasyri’ dan
hikmahnya.

Sekali lagi, Umar dan para sahabat tidak pernatasaki al-Qur'an
atau membatalkan ketentuan-ketentuan yang ada Bimdga. Ada
perbedaan mendasar antara membatalkan atau meingsiimash dengan
penangguhan nash sementara pengamalannya sanmgraukiin kembali

segala perlengkapannya. Perbedaan ini akan sertaakipak jelas, mana

12 Al-JasshasAhkam al-Qur'aniil. lll, Dar al-Fikr, hal. 183
13 Asy-SyaukaniFath al-Qadir, jil. Il, Beirut : Dar al-Kutubal-llmiyah, hal. 477
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kala pada kondisi-kondisi tertentu dimungkinkan ownya kembali hal-
hal tersebut. Sebagaimana yang pernah dilakukanr bmaAbdul Aziz

ketika memberikan kepada Al-Bithrig (komandan pasulRomawi yang
membawahi 10.000 pasukan) mata uang sebanyak sdnitaur, demi

menjaga kepentingan dan kemaslahatan orang-ordag, Islan sebagai
pengamalan dari ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah.Kabi

Merupakan dalil aksiomatis (yang sudah jelas ketzemgya), jika
seandainya ayat ini telah dinasakh atau dibatgbkeatta masa kekhalifahan
Abu Bakar, tentu tidak boleh lagi digunakan seteyah Dan perlu juga
ditegaskan bahwa setelah masa risalah berakhir, wddryu pun telah
selesai turun, tidak ada seorang pun yang bisa-colk@ menasakh satu
huruf pun dari teks-teks al-Qur'an. Dan ini adatahlita tertinggi dalam
hukum Islam yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam berkata, “sesungguhrayeat
tentang orang-orang yang berhak menerima zakafdj adalah ayat-ayat
muhkam yang tidak pernah aku ketahui penasakhatuayla oleh ayat Al-
Qur'an yang lain maupun Sunnah. Jadi seandainy&eldmpok-kelompok
yang tidak senang dengan Islam, kecuali ia menHapabagian-bagian
yang menguntungkannya (mendapatkan bagian zakatalnpa) dan
memerangi mereka justru akan menimbulkan bahaya yabih besar
terhadap Islam, karena kekuatan dan besarnya jumareka, maka

seorang pemimpin boleh memberi mereka bagian lzaftat. Apa yang

14 Muhammad Yusuf Mus&;arikh al-Figh al-Islamj Dar al-Kutub, hal. 64
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dilakukan imam atau pemimpin itu dengan memberikbagian,

berdasarkan tiga alasan mendasar, yaitu:

1. Mengamalkan Al-Aqur'an dan sunnah

2. Menyelamatkan orang-orang Islam

3. Sesungguhnya seorang imam tidak dianggap putuatasapengecut,
bila bersikap lunak kepada mereka, jika ada keyakimahwa mereka
akan tahu hakikat islam, dan menjadikan mereka akaang dengan
Islam.

Karena itulah, Abu Ubaid berpendapat, “Perintah imenkan
bagian kepada muallaf adalah perintah abadi sempgnjsasd’ Adapun
parameter ada dan tidaknya muallaf, berikut kadargyharus diberikan
kepada mereka, kesemuanya dikembalikan pada kehijakam atau
penguasa setempat.”

Menurut kesimpulan saya, bahwa kaum muslimin di anAbu
Bakar dan Umar memang benar-benar mengalami pukeglyaannya,
sehingga tidak butuh lagi untuk mencari dukungau aerayu orang non
muslim, yang hal ini berarti menafikan adanya nafallJadi bukan
menasakh ayat atau sunnah yang ada, karena huklirarke adalah abadi,
sampai adanya kembali kebutuhan Islam akan pardafusehingga ayat

dan sunnah ini dapat kembali lagi dipraktikkan.

15 Abu Ubaid,Al-Amwal,Beirut : Dar al-Fikr al-Muashir, 1983, hal.607
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B. Posisi pemikiran Umar bin Khattab tentang pengguguan hak muallaf
sebagai mustahig zakat dalam Pandangan Ulama’

Telah diketahui dengan masyhur bahwa Umar mengkapus
bagian zakat yang diberikan kepada orang-orangimughu non muslim
tertentu untuk mendekatkan atau melunakkan hatiekaesebagaimana
diperintahkan al-Qur’an. Rasulullah biasanya meikbarbagian ini pada
kepala suku Arab tertentu dengan tujuan untuk nienawereka agar
memeluk Islam atau mencegah mereka agar tidak nteaghkan kaum
muslimin. Bagian ini diberikan pula pada orang-granuslim yang baru
sehingga mereka dapat tetap memeluk Islam dengai.tdetapi Umar
mencabut perintah yang dituliskan Abu Bakar dik@amasih menjadi
khalifah untuk memberikan tanah-tanah tertentu pEsjiamlah orang. Atas
dasar ini, Umar berpendapat bahwa Rasulullah teknberikan bagian itu
untuk memperkuat Islam, tetapi karena keadaan tedalbah maka bagian
itu tidak berlaku lagi. Tindakan Umar ini tampakngartolak belakang
dengan al-Qur’an, tetapi sebenarnya ia mempertighzansituasi yang ada
dan mengikuti ruh perintah al-Quran. Pertimbangamibadinya
membawanya pada keputusan bahwa seandainya Raluhitlup dalam
kondisi yang sama, tentu beliau akan memutuskayemay serup&

Mengenai pendapat yang mengatakan bahwa bagiatampainah
digugurkan terdapat pula dua tinjauan yang berlyadi@ dampaknya ikut

mempengaruhi perkembangan pemikiran dewasa inijjadam pertama

6 Ahmad HasanPintu ljtihad Sebelum Tertutup, terj. The early elepment of Islamic
JurisprudenceBandung : Pustaka, 1970, hal. 107
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mengatakan bahwa konsensus (persetujuan umum) stapaibg terjadi
pada masa Abu Bakar yang menggugurkan bagian rhuetiebut telah
menasakh bagian muallaf yang terdapat pada ayatufdt at-Taubah.
Pemikiran semacam inilah barangkali yang membavemnyal teori lokal
dan temporal pada ayat-ayat al-Qur'an. Sementarinjauan yang kedua
berpendapat bahwa pengguguran bagian muallaf pada rsahabat itu
bukanlah berarti sama dengan pembatalan (nasakhpj yang sebenarnya
adalah ‘penghentian hukum disebabkan berhentik(tieilgpenuhi) ‘illatnya.’
Pendekatan yang kedua ini nampaknya membuka pagutbori adanya
sifat-sifat situasional dan kondisional ayat-aya®ar'an.’’

Sebelum mengulas lebih mendalam tentang pandang@nau
khususnya bagaimana ulama khalaf memposisikan pamikdmar bin
Khattab tentang pengguguran hak muallaf sebagaitaimigs zakat, ada
baiknya penulis sedikit mengulas tentang definidama khalaf
(kontemporer) disini dan siapa saja ulama-ulamaétprer tersebut yang
penulis kutip pendapatnya berhubungan dengan pemikimar tersebut.

Kata khalaf berarti yang terkemudian. Ulama khalaf (kontemporer
adalah ulama islam yang hidup dari awal 300 talesadah hijriyah sampai
sekarand® Ibnu Taimiyah membatasi masa salaf ialah sejak amas

Rasulullah sampai 300 tahun Hijriah. Sedang masalase 300 Hijriah

17 Amiur Nuruddin,Op.Cit, hal. 143
18 Abdul Aziz DahlanEnsiklopedi Hukum Islandakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997,
him. 1449
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sampai sekarang dinamakan mé&balaf. Namun batasan itu sebenarnya
tidak dijelaskan oleh agama, tetapi hanya pendapatTaimiyah saja’

Kalau ditinjau ulang lembaran sejarah Islam danmaa Nabi
sampai zaman Sahabat, sampai zaman Tabi'in dah Tiahiin, tegasnya
sampai tahun 300 hijriyah, tidak dijumpai adanyatsumadzhab yang
bernama "Madzhab Salaf'. Bahkan batas waktu yaggstantara yang
dinamai zaman Salaf dan zaman Khalaf tidak adardegen, baik dalam
Al-Quran maupun dalam Hadt8.

Ada kemungkinan istilah-istilah ini muncul pada @bee IV H.
Imam Ghazali (Lahir 450 H. - wafat 505 H.) telahmpergunakan istilah-
istilah ini dalam kitabnyalljamul Awam fi Umil Kalarh, yaitu kitab yang
paling akhir dikarangnya atau yang paling akhiralitTauhid yang
dikarangnya. Sesudah zaman Imam Ghazali banyak auldama
Ushuluddin dan ulama-ulama Tafsir menyebut dalartabkkitabnya
perkataan "Tharigatus Salaf (Aliran Orang Terdahultnarigatul Khalaf"
(Aliran Orang Terkemudiarf)-

Adapun alasan penulis mencantumkan pendapat atadampgan
ulama kontemporer disini adalah untuk dapat memlokra menganalisa
pemikiran umar bin khattab pada konteks masa Kian diantara ulama-
ulama kontemporer yang penulis kutip pendapatnytararain ; Imam

Asy-Syaukani (1173-1251 H), Ibnu Rusyd (526-595 Bayyid Quthb

19 Muhaimin, llmu kalam Sejarah dan Aliran-AliranYogyakarta : IAIN Walisongo,
1999, him. 156.

2% Ibid, him. 147

*! Ibid.
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(1906-1969 M), Sayyid Sabiq (1915-2000 M), Hasbh/&hiddieqy (1904-
1975 M), dan Yusuf Qardawi (1926-1961 M).

Yang pertama, Imam Asy-Syaukani (1173-1251 H) dalam
hubungannya dengan pemikiran Umar bin Khattab mgnf@engguguran
hak muallaf sebagai mustahiq zakat, berkata; “Bahwga boleh memberi
bagian kepada muallaf sewaktu-waktu diperlukana Bilsuatu masa ada
kelompok yang tidak bisa ditundukkan kecuali demdarta, dan sudah
tidak mungkin menundukkan mereka kecuali dengaanjatu. Maka
patutlah kiranya mereka dibujuk hatinya untuk m#nampatinya, dan
tidak berarti mengurangi arti penyebaran IslamekRarmemang penyebaran
Islam menjadi tidak representatif dalam kasus3hi.”

Jadi, ayat tentang al-muallafah qulubuhum adalafsifaé abadi
sepanjang masa, yang mana orang-orang muslimin ealang
membutuhkan orang-orang muallaf ini demi kemajuaam gerak laju Islam,
maka timbul kembali apa yang diakatakan al-muallafgulubuhum dan
mereka ini berhak untuk mendapatkan bagian zakat.

Sebenarnya, orang-orang yang mengatakan bahwaalsetehsa
Umar tidak ada lagi muallaf, itu tidak lebih daridsit pandang mereka
berdasar kenyataan kondisi masyarakat Islam kétikgang sudah kuat,
sehingga saat itu tidak dibutuhkan lagi al-mualiajalubuhum.

Ibnu Rusyd (526-595 H) dalam memberikan jawabamattap

pertanyaan, “masih adakah orang-orang muallaf paskade awal Islam?”

22 pAsy-SyaukaniNail al-Authar, jil. 111, Beirut : Dar al-Kutubal-limiyah, hal. 179
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mengatakan, “Imam Malik berkata, sekarang sudadktatla lagi muallaf.
Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan, bahvemian atau hak
muallaf untuk mendapatkan zakat adalah abadi sapgnmasa, jika
memang imam berpendapat demikian. Mereka adalahgamang yang
dibujuk hatinya olah imam (penguasa) demi kepeatintslam. Adapun
sebab perbedaan pendapat mereka dalam masalatdadl@ha apakah
kekhususan ini hanya untuk Nabi ataukah juga unioiatnya secara
umum? Tentu, jawabannya adalah untuk umum. Apaldiol&han bagi
imam untuk memberikan bagian itu mutlak atau tetatArtinya, apakah
hanya dalam kondisi-kondisi lemah saja, seorangnirbaleh memberikan
hak itu?

Berdasar inilah, Imam Malik mengatakan, “Sekararig kidak
butuh lagi muallaf. Karena Islam sudah sangat kuafah sebagaimana
diketahui dari sudut pandang berdasar kemaslafatan.

Dengan demikian, pada dasarnya tidak ada perbesigaifikan
antara ketiga Imam madzhab tersebut, Malik, Asyfi$yadan Abu
Hanifah. Karena pandangan Imam Malik berdasar paddisi umat Islam
saat itu, yang memang dianggapnya benar-benar lggdiinggaillat
(alasan) untuk memberi mereka bagian zakat hil#ugapun jika demi
kemaslahatan muslimin adalah dengan memberi bagpada mereka.

Makaillat itu muncul lagi, sehingga mereka kembali diberikaknya. Dan

% |bnu Rusyd,Bidayatul Mujtahid Analisa Fgih para Mujtahiderj. jil. 1, Jakarta :
Pustaka Amani, hal. 613
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parameter maslahat ini dikembalikan sepenuhnyadeefrmaam, yang hal
ini adalah sesuai dengan pendapat Imam Asy-Sykiii Abu Hanifah.

Bagi mereka yang berpendapat bahwa Umar pernahheastigan
hak bagi asnafal-muallafah qulubuhum”adalah dengan alasan bahwa
berawal ketika Umar merobek surat yang dibawa tlgainah bin Hishn
dan Agra bin Habis pada masa pemerintahan khalfahBakar dan waktu
itu Umar sebagai pemegang atau penjaga baitul ksahudian Umar

berkata :

A el ag oagds oLt od Lt DL e Jani Y L)
“Kami tidak memberikan sesuatu atas (masuk) Islaraka barangsiapa yang
ingin (beriman) hendaklah ia beriman dan barangsiagang ingin (kafir)
biarlah ia kafir”.**

Sayyid Quthb (1906-1969 M) berpendapat bahwa, patda
perbeedaan pendapat dikalangan fugaha mengenaidie&agara muallaf ini
yang tidak lagi berhak mendapatkan zakat setelamimenjadi kuat. Akan
tetapi, sistem gerakan agam Islam ini akan sersntizenghadapi tahapan
dan keadaan yang bermacam-macam. Sehingga, digerlakemberi
kelompok manusia semacam ini dengan cara ini. Minngktuk membantu
meneguhkan hati mereka atas ke Islaman merekanjgkaka mendapatkan
problem ekonomi setelah masuk Islam. Atau bolehyatuk mendekatkan

mereka kepada Islam seperti sebagian orang norirmyahg diharapkan

akan bermanfaat bagi Islam dengan terus didakwahikumasuk Islam,

2 Wahbah al-Zuhaylial-Figh al-Islami wa Adillatuh vol. 3 Beirut: Dar al-Fikr, 1997,
hal. 1954.
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atau dia akan menghentikan gangguannya terhadap gl sana-sini. Kita
mengerti hakekat ini. Maka, kita lihat realitas é@purnaan kebijaksanaan
Allah dalam mengatur urusan kaum muslimin dalamasit dan kondisi
yang berbeda-beda.

Sayyid Sabig (1915-2000 M) berpendapat, bahwa apagy
dilakukan Umar merupakan hasil ijtihadnya senditinar melihat bahwa
memeberikan pemberian kepada mereka (muallaf)afetslam tumbuh
dengan kokoh di dalam bangsa Arab tidak mengandunaglahat. Jika
mereka keluar dari Islam, hal itu tidak menimbulkdampak yang
merugikan terhadap Islam. Adapun Utsman dan Algytadek memberikan
bagian zakat kepada muallaf tidak dapat dijadikéasam terhapusnya
bagian muallaf karena bisa jadi keduanya padaisamemandang tidak
perlu memberikan zakat kepada orang kafir. Haltid&k bertentangan
dengan tetapnya bagian muallaf untuk orang yangbuarkan. Terlepas
dari itu semua landasan utama dalam istidlal ad&b@Qur'an dan as-
Sunnah. Kedua sumber inilah yang harus dijadikaapgan.

Pendapat yang kuat adalah yang mengatakan bahwderikam
bagian muallaf kepada orang kafir ketika dipandaedu adalah boleh.
Jika pada suatu saat ada kaum Kkafir yang tidak mewaati pemerintah,
kecuali karena dunia dan pemerintah tidak mempu boetmmereka masuk

Islam kecuali dengan paksaan, maka pemerintah bokshberikan zakat

% sayyid QuthbjTafsir fi Zhilalil-Qur'an, terj. Jil. V, Jakarta : Gema Insani Press, 2003
hal. 370.
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kepada mereka. Tersebarnya Islam dalam keadaaitatu dapat menjadi
alasan untuk menggugurkan bagian muéfiaf.

Senada dengan Sayyid Sabiq, Hasbi Ash-Shiddied}4¢1975 M)
berpendapat sesungguhnya apa yang dipahami Umkahasizatu ijtihad
dari padanya. Dia berpendapat tidak ada lagi maslalemberikan kepada
mereka bagian muallaf. Mengenai Utsman dan Ali klideemberikan
bagian ini tidak menjadi dalil bahwa bagian iniateldigugurkan, karena
mungkin dirasa tidak perlu menjinakkan hati sesegrikafir dan hal ini
tidak menggugurkan bagian tersebut. Pendapat keealara yang merasa
perlu dapat mengadakanrffa.Dalam hal ini Hasbi Ash-Shiddieqy
mengungkapkan, hendaklah kita berpegang kepadaapandhli syura
dalam suatu masa, sebagaimana telah dilakukarpatahkhulafa dalam hal
ijtihad, baik mengenai perlu tidaknya diadakan adagnuallaf itu menurut
keadaan dan masa, maupun mengenai jumlah yangkdibetdari bagian
rampasan dan lain-lain.

Yusuf Qardawi (1926-1961 M) berpendapat bahwa paraya
adanya nasakh dengan perbuatan Umar sama sekditiida dijadikan
alasan. Umar hanya mengharamkan memberi zakat &epekkelompok
orang yang pernah mendapatkan bagian muallaf damzaRasulullah. la
berpendapat, bahwa sekarang sudah tidak diperlidgarmembujuk hati
mereka, karena Allah telah memperkuat Islam. Urhayteng benar dengan

tidak berlebihan atas perbuatannya itu, karena lafuéil bukan sesuatu

681.

%6 sayyid SabigFigih Sunnahterj. jil.I, Jakarta : PT Pena Pundi Aksara, 20tal. 680-

%’ Hasbi Ash-ShiddieqyPedoman Zakatlakarta : Bulan Bintang, 1984, hal. 191-192
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yang bersifat tetap dan tidak pula seorang yangdllaiysada suatu masa,
tetap muallaf pula pada masa yang lain. Dan peartaga tidaknya
kebutuhan pada muallaf serta penentuan orang-oyangmalah masalah
yang harus dikembalikan kepada penguasa. Merekala menentukan
apa yang lebih baik dan bermanfaat bagi Islam @amkMuslimin®®

Para ulama ushul figh telah menetapkan, bahwa gangsesuatu
hukum dengan sesuatu sifat yang musytak (ada atatya), menunjukkan
adanya illat (sebab yang terdapat pada sifat tatseb

Dalam hal ini, sasaran zakat dikaitkan dengan g@onyang
muallaf hatinya, manunjukkan bahwa ta’lif al-qulymembujuk hati)
merupakan illat menyerahkan kepada mereka. Makbilap#at itu ada —
yakni pembujukan — mereka harus diberi, akan tedégiillat itu tidak ada,
maka mereka tidak perlu dibéfi.

Umar bin Khattab ketika menghilangkan golongan tafidtu tidak
berarti menentang nash atau menasakh syara’. Kazekat itu harus
diberikan kepada kelompok asnaf yang delapan, {elab dijadikan Allah
sebagai orang yang berhak mendapatkan.

Apabila salah satu asnaf tidak ada, maka hilanigidiannya. Bila
terjadi demikian, jangan dikatakan bahwa hal ittidrgangan dengan kitab
Allah atau merupakan nasakh padanya. Misalnya,ilapadiak ada bagian
“riqab/ untuk memerdekakan budak belian”, separsasnan kita sekarang

yang menghilangkan perbudakan perorangan, makaghala bagian ini.

28 yusuf QardawiHukum ZakatBogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2002, hal. 571
29 i
Ibid.
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Tetapi jangan dinyatakan, bahwa dengan hilangnygiabaini telah
menasakh Al-Quran atau bertentangan denganfiash.

Dengan demikian apa yang diperbuat Umar dengaaralasa pun
juga bukan merupakan nasakh terhadap hukum menzad@t pada
golongan muallaf, apalagi bila hal itu dinyatakabagai ijma’ sahabat.
Demikian pula pendapat yang menyatakan bahwa sekatidak ada
muallaf, sama sekali bukan nasakh, akan tetaptihabnya pemberitahuan
dari suatu keadaan di masanya.

Imam Syatibi (720-790 H/1368-1388 M) telah mengeaiak
pendapatnya dalam masalah yang sama seperti imyabhukum apabila
telah tetap dan berlaku pada muallaf, maka pengalaganya nasakh
terhadap hukum tersebut harus dengan perintah jelag pula. Oleh
karena hukum zakat untuk golongan muallaf terletéimulu ditetapkan
berdasarkan perintah yang jelas, jadi menghilangketelah diketahui
tetapnya nash, juga harus dengan perintah yarssffela

Dari uraian pendapat-pendapat ulama diatas, dapatbd garis
besar bahwa ulama-ulama khalaf disini sepakat babaggan golongan
muallaf ini tetap ada, tidak pernah dinasakh, tel@étapkan dengan nash
yang sudah pasti, yaitu ayat Al-Quran yang terdag@am surat At-
Taubah, yang termasuk kelompok terakhir ayat Al-§uyang diturunkan.

Adapun bagaimana mereka mendudukkan pemikiran Ubmar

Khattab berkenaan tentang pengguguran hak muatlbfgai mustahiq

%0 pid.
*1 |bid., hal. 572



88

zakat, sebagaimana Sayyid Sabiq, Hasbi ash-Shigdveguf Qardawi dan
yang lainnya menyebutkan, bahwa Abu Bakar samast#tak menolak
ucapan dan perbuatan Umar itu, demikian pula parelst, sehingga

masalah tersebut merupakan kesepakatan (ijma’)saduabat.



